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PERATU RAN GU BERN UR GOROINTALO

NOMOR .; l TAHUN zOL'!-

TENTANG

PEI-AKSANMN PENANGGUI.ANGAN HIV DAN AIDS DII PROVINSI GORONT,O.LO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVII\HA ESA

GUBERNUR GORONTALO,
bahwa HIV dan AIDS telah menjadi rnasalah yang nnenrbutuhkan
penanganan secara serius sefta berkerlan'jutan;

bahwa untuk membendung laju lipidemi HIV dan AIDS sefta
pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDI; di Provinsi

Gorontalo secara tepat dan terpelrlu, diperlukan dukurrgan dan
peraturan yang dapat dijadikan referensi sebagai iecuetn dalam
melakukan pencegahan dan penanggulangannya;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubentur (,jorontalo

tentang Pelaksanaan Penanggulangan HIV Dan AIDII cli Provinsi
Gorontalo;
Undang-Undang Nomor 39 Tahurn 1999 tentan,3 Flilk Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia -lahun 

1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik llndonesia

Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemlbentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negana Republik Inclclner;ia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4060);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem,i-'rintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\orrror 437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denrgan Undang-
undang Nomor L2 Tahun 2008 trentang Perubahan Kerdua Atas
Undang-undang nomor 32 Tahunr 20A4 tentang ttenrlrintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB+$;
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4.

5 .

Undang-Undang Nomor 36 Tahurn 2009 tentangl Krrsehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 llomor t4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506,3);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang l{umalr Sakit
(Lembaran Negara Republik Indone:;ia Tahun 2009 l'lomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor !;07',2);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun ztlll7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pelmerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kalrupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200,2 Ncrnor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tl73'7);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 T'ahun 2006
tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2!.Ct07 tentang
Pedoman Umum Pembentukan Krcmisi Penanggulangarr AIDS

dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggr.rlangan
HIV dan AIDS di Daerah.

MEMUTUSKAN:

: PERATUMN GUBERNUR GORONTAL.C TENTANG PEI.AK$ANMN
PENANGGUI.ANGAN HIV DAN AIDS DI PFI.OVINSI GORONN\LO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau W'alikcrt,a, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan rlaerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pelaksanaan Penanggulangan HIV Dan AIDS meliputi si:;tim rujukan,

pengurangan dampak buruk menularlcan atau teftular l-lIV, sistem
pembiyaan, promosi di perusahaan clan pencegahan pr-.nuliaran di
tempat usaha yang berpotensi menularkan HIV;

4. Penanggulangan adalah upaya pencegahan terhadap pernula
Dan AIDS;

6.

7.

B.

Menetapkan

Ian HIV

__)

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



6.

5. Human Immunodefficiency Virus y'ang selanjutnya clisinr;kat HIV

adalah virus penyebab AIDS yang rCigolongkan sebatliti jelnis yang

disebut retrovirus yang menyerang sel darah putilt dan

melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam

cairan tubuh pengidap HIV dan AIDS yang berpotensi nl,i-)nularkan
melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina.
Acquired Immuno Defficiency Syndrome yang serlanjutnya

disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang clisebabkan

oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang mrlrusal< sistem

kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah

dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

ODHA adalah Orang Dengan HIV AIDS.

Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakal' untuk

meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat l,lesehatan

masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan /\l:DS.

Sistem rujukan adalah sistem pelimpahan tanggung ,jaw'ab timbal

balik terhadap satu kasus penyerkit atau masalialr l,tesehatan

secara veftikal (ke unit yang llebih mampu menanrJani) atau
horizontal (antar unit-unit yang setarar kemampuannya).

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tentpat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan l:esehi,ttan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

11. Jaminan pelayanan kesehatan adalah pembayarern atas

diberikannya pelayanan kesehatan oleh pengelola daner jaminan

pelayanan kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan

12. Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan tentang.ienis Can mutu
pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh sarana pelayanan

kesehatan dan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerrah untuk
pengawasn pelaksanaannya.

13. Komisi Penanggulangan AIDS yang s;elanjutnya disingkat F:PAP/KPAK

adalah Komisi Penanggulangan AIIDS yang dibentuk di
Gorontalo dan Kabupaten/Kota di Prorrinsi Gorontalo.

7.

B.

9 .

10.

Provinsi
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BAB II

PENGUMNGAN DAMPAK BUII,UK
TERTUI-AR DAN MENULARKAI\I HIV

Pasal 2
(1) Pengurangan dampak buruk tertular atau menularlr:an HIV

disusun dalam rencana strategis.
(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tlisus;un untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASAR,qN,

RENCANA STMTEGIS DAN KELEIVIBAGMN

Pasal 3
(1) Visi mewujudkan masyarakat Goronlalo terhindar dari virusr HIV dan

AIDS.
(2) Misi menciptakan akses layanan yang komprehensif bagi miasyarakat

disemua tatanan, menjaga lingkungern yang kondunsil'dan terbebas

dari stigma dan diskriminasi.
(3) Tujuan masyarakat memperoleh akses terhadap inforrnasi HIV dan

AIDS secara benar dan komprehensif.
(4) Sasaran meliputi masyarakat umurn, anak jalanan, pekerja seks

laki-laki dan perempuan, warga binaan pemasyarakatan, laki-laki
yang berhubungan seks dengan lelaki, pengungsi serla migran,

dan populasi rawan lainnya.
(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi :

a. kegiatan promosi dan edukasi penr:egahan penularan HI\/;;

b. pengurangan permintaan dan peredaran narkotika;

c. penyediaan alat suntik steril, penyediaan terapi subsllillusi; dan
d. penyediaan kondom,

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukiln dengan
mempertimbangkan kelayakan (fea:;ibility) dan kemarnpuiiln untuk
diterima (acceptability).

Pasal 4
Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo menyrJsun Rencana
Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
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Pasal 5

(1) Dalam rangka penanggulangan HIV 'Can AIDS secara terprilflg 6s;1

berkesinambungan, Gubernur membentuk Komisi PenangCtulangan

AIDS Provinsi Gorontalo.

(2) Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi s;ebar;aimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri derri unsur Pemerinlah Provinsi

Gorontalo dan masyarakat baik peroran(lan maupun kelernbagiaan.

(3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya l(PAp harus

mengedepankan azas profesionalisme.

(4) Pembentukan KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dll.etapkan

dengan Keputusan Gubernur,

Pasal 6
(1) Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Gorontalo dilaksanakan

secara terpadu dan sesuai dengan tugas dan fungsi setier;: SKPD,

Instansi terkait dan kelompok masyaralcat.
(2) SKPD, Instansi terkait dan kelompok rnasyarakat dalam lieanggotaan

KPAP mempunyai kewajiban :
a. Dinas Kesehatan berkewajiban membuat kebijak:an program

perawatan dan pengobatan, sistim pelayanan kesehatian, program

pengendalian HIV dan AIDS, program surueilans HI#AIDS/IMS,

koordinasi program pengurangan darnpak buruk NAPZA, Suntik, dan
kebijakan program informasi gaya hiclup sehat;

b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olalhraga berkewajibran membuat
kebijakan kurikulum pendidikan HIV/AIDS, IMS, perrdidikan
pencegahan, AIDS bagi remaja dan pemuda peduli ,AID'!ii dijalur
pendidikan sekolah dan luar sekolah, program pencegahan HIV dan
AIDS dikalangan mahasiswa, dan klebijakan program pen:egahan
HIV dan AIDS bagi tenaga penrCidik dan kepenrlidikan serta
membuat kebijakan perlindungan pemuda dari pengaruh destruKif
bahaya HIV/AIDS, NAPZA, seks br:bas dan prostitursi, lii:bijakan
program pembinaan dan pelatihan pemuda dan ODrl{A k:a
pemuda;

langan
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c, Dinas Tenaga Kerja dan Transmiglrasi, berkewajiban membuat
kebijaka untuk mendukung pelaksanaan program pelayanan dan
program pencegahan HIV dan AIDSi di tempat kerja denqinn tidak
melakukan stigma dan diskriminasii. Program pelayernan meliputi
perlindungan terhadap tenaga kerja ODHA, program pencerlahan di
lingkungan kerja dapat dilakukan clalam bentuk sosialisasi secara

berkesinambungan dan pemberian konseling secarer sul<;arela di
tempat kerja;

d. Dinas Sosial berkewajiban membuat kebijakan dukunglern scsial dan
rehabilitasi bagi orang dengan HI\|/AIDS dan kelonrprok ;populasi
berisiko dan keluarga, dengan tidak melakukan :stigrna dan

diskriminasi,

d. Badan Keluarga Berencana darr Pemberdayaan Perempuan
berkewajiban membuat kebijakan pemberdayaan l<eluarga,
komunikasi, informasi dan edukasi (IK.IE), kesehatan re:prroclr:ksi dan
kesehatan reproduksi remaja, dan integrasi HIV dan AIDS l<e dalam
perkembangan program-program perempuan, termasuk: ke*;etaraan
gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja putri;

e. Rumah Sakit Umum Daerah menjadi rumah sakit rurjuki,rn yang
mempunyai kewajiban membangun sistem rujukan dari pe:layanan

dasar dalam pencegahan dan penangtgulangan HIV dan AIlllS tanpa
stigma dan diskriminasi;

f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penarngr;ulangan
Kemiskinan berkewajiban membualt kebijakan berkair[an dengan
pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan warga pedr.rli AIDS
di tingkat desa dan kelurahan

g. Badan Perencanaan Pembangunan Draerah berkewajibern merlakukan
integrasi Program HIV dan AIDS ke dalam rencana program
pembangunan Provinsi Gorontalrc, dan integrasi program
penanggulangan HIV dan AIDS kedalam strategi penqr,Jrangan
kemiskinan;

h. Dinas Perhubungan dan Pariwisata berkewajiban mr:lakukan
kebijakan kampanye pengendalian HIV dan AIDS pada seKor
pengangkutan, kerja sama antar indurstri pariwisata dalam program
pencegahan HIV dan AIDS, kebijaksanraan media dalarn bicliirng HIV
dan AIDS dan penyebaran infornnasi HIV dan AIDS rdimedia
pemerintah dan swasta baik lokal maupun nasional; 
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i. Badan Narkotika Nasional Provinsi berkewajiban membuat

kebijakan program penanggulangan dampak penularan HIV dan

AIDS pada pengguna NAPZA;

k. Badan Keuangan Daerah berkewajiban membuat kebijakarn alokasi

dana dan system penyebaran dana program HIV dan A,IDIi;

l. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provins;i t,Sorontalo

berkewajiban melakukan pembinaan terhadap masyiaral<at dalam

upaya peningkatan Iman dan 'faqwa guna pencegahan dan
penanggulangan HIV dan AIDS melalui pembuatan teks khutbah

tentang HIV dan AIDS, meningkalkan kapasitas tenaga penyuluh

agama tentang HIV dan AIDS ;
m,Kepolisian Daerah Gorontalo membuat kebijakan program

penanggulangan HIV dan AIDS di,jajaran kepolisian dalerm bentuk

sosailisasi HIV dan AIDS, layanan konseling secara sukarelia.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan penjangkauan terhadap populi:tsi kunci,

Dinas Kesehatan, Satpol PP, Badan Nerrkotika Provinsi dan Dinas Sosial

wajib melibatkan Komisi penanggul3nrldn AIDS Provinsi.

(4) Populasi kunci yang dimaksud pada ay'at (3) diatas melipr.rti, F'SK,
Pelanggan PSK, Waria, ODHA, Warga Binaan, lelaki seK; lelaki (l-SL),

Pengguna Nafza suntik (Penasun).
(4) Organisasi Kemasyarakatan terkait lainnya wajib bekerja:;arri'r dan

berkoordinasi dengan KPAP dalam upaya penanggulangan H['V dan

AIDS.

Pasal 7
(1) Dinas Kesehatan dan RSUD mernyediakan fasilitas pelayanan

komprehensif untuk pengurangan dampak buruk tei:ular dan

menularkan HIV.
(2) Fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dirnalc;r.rd pada

ayat (1) meliputi:
a. penyediaan informasi dan edukasi pencegahan penularan l'{N;

b. penyediaan alat suntik steril, penyediaan terapi substlitrusi;
c. pencegahan dan pengobatan infelc;i menular seksualj; dan

d. penyediaan kondom.
(3) Fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dinraks;r:d pada

ayat (2) diperuntukkan bagi masyarakat umum yang nnenrbutuhkan
informasi tentang HIV dan AIDS, kelompok masyarakat yan,gr beresiko
tinggi teftular HIV dan AIDS, dan Orang dengan HIV/AIDIS (ODHA). 
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(4) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan mininral satu

fasilitas pelayanan komprehensif sebagaimana dimalc;tud pada

ayat (1) di Rumah Sakit Umum Daerah.

(5) Biaya penyediaan fasilitas pelayanan komprehensif setragaimana

dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Anggaran Pendapiltan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dian/atau sumber clarna lain yang

sah.

BAB IV
PROMOSI DI PERUSAHMI!

Pasal 8
(1) Pimpinan Perusahaan wajib melaksanakan prornosi tentang

pencegahan penularan HIV kepada perkerja/karyawannya.

(2) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud piarJa ayat 1

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahurr,
(3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
(4) Promosi sebagaimana dimaksud p,ada ayat (1) dilerkukan dalam

rangka melindungi karyawan dari penularan HIV dan !rIDS r5i tempat

kerja.
(5) Pimpinan perusahaan wajib melindungi karyawan yang l:erinrfeksi HIV

dan AIDS ditempat kerja dengan tidakr melalkukan diskirninar;ii.
(6) Pimpinan perusahaan wajib menyediakan layanan IMS clan konseling

HIV dan AIDS secara sukarela

(7) Layanan IMS dan Konseling yang dirnaksud pada ayat r[6) nnerupakan

bagian dari pelayanan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 9
Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat rdilakukan

melalui :

a. ceramah;
b. diskusi kelompok terfokus;
c. pembuatan dan penyebaran buku saku tentang pencegahan penularan

HIV; atau

d. poster, leaflet dan spanduk ataru media lain ydnr;; dapat
memberikan informasi tentang pencegahan penularan HI'/. 
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Pasal 10

(1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dii bidang

pembinaan tenaga kerja melakukan pembinaan pen'yelenggaraan

promosi pencegahan penularan HIV pada perusahaanr,

(2) Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) dilakukan

melalui:
a. pelatihan penyuluhan;

b. edukasi dan konseling bagi karyawan yang ditunjuk perusiahaan;

c. pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah rnelakukan

promosi pencegahan penularan HI\t; dan/atau

d. pemberian teguran teftulis dan pemberitaan di rneclia massa

kepada perusahaan yang tidak mengindahkan membenikan promosi

pencegahan penularan HIV.

BAB V

SISTEM RUJUKAN
Pasal 11

(1) Rujukan berasal dari puskesmas, balai pengobatan, klinik

bersalin, praKek tenaga kesehatan mandiri, tempat kons;elinr3 dan tes

sukarela, dan fasilitas pelayanan donor darah ke puskesrTliis, fulTldh

sakit atau sarana kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas konseling

dan tes suka rela, pengobatan, pera\n/atan dan pemberian dukungan
kepada ODHA.

(2) Rujukan sebagaimana dimaksud parda ayat (1) dib,enikan kepada

orang yang diduga mengidap HIV atau orang yang m€)nnilild simptom

AIDS dengan surat rujukan,
(3) Surat Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

a. berisi informasi lengkap tentang keadaan kesehatarnr orirng yang

dirujuk;

b. bersifat rahasia dan dikirimkan trcrsamaan dengan offing yang

dirujuk dalam amplop tertutup; dain
c. mencantumkan fasilitas pelayanan kesehatan yantl dituju pada

amplop surat rujukan.

Pasal 12
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sebagaimana rJimaksud

dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c lrarus menerima rujukan orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). J
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(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud prilda ayat

(1) dapat mengalihkan rujukan ke fasilitas pelayaniln k.esehatan

lain yang setara karena alasan teftentt,t.

BAB VI

MEKANISME PEMBIAYMN PEI-AYANAN
KESEHATAN BAGI ODHA

Pasal 13

(1) Mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan lbagi ODHA

diselenggarakan melalui sistem jaminan kesehatan semesta,

(2) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksucl d'1/dt (1)

menggunakan mekanisme :

a. penerima Bantuan Iuran (PBI); dan

b. coordination of Benefit (COB),

(3) ODHA yang berhak memperoleh pembiayaan pelayanan l:esehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terdafl:ar dalam

daftar kepeseftaan jaminan kesehatan.

Pasal 14

(1) Dinas Kesehatan melakukan pendataan dan penrilahetn ODHA

yang akan diusulkan memperoleh bantuan jaminan lr:esehatan

semesta sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (2).

(2) Berdasarkan pendataan dan pemilahan sebagaimana ,Cimaksud

pada ayat (1), Dinas Kesehatan merekomendasikan CIDHA, penerima

bantuan kepada Pemerintah Kabupatern/Kota.

Pasal 15

Tata cara kepesertaan jaminan pela,lanan kesehatan dil,aksanakan

sesuai ketentuan Peraturan Gubernur tentang Sis;t,em Jaminan

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sernesta.

Pasal 16

Jenis layanan dan besarnya bantuan ditetapkan berdasarkan
ketentuan paket layanan kesehatan yang diatur dalarrr sistem
jaminan pelayanan kesehatan sebagairnana dimaksud clarlam Pasal 13
ayat (2). i
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BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 17

(1) KPAP dan KPAK melaksanakan pengawasan pelerl'isanaan

penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan di sarana

pelayanan kesehatan, tempat usaha yang berpotensi mertularkan

HIV melalui kegiatan usahanya, dan perusahaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksurl pada ayat il1.) meliputi

pengawasan pelaksanaan :

a. standar pelayanan minimum;

b. upaya pencegahan Penularan;
c. kewaspadaan standar;

d. promosi; dan/atau

e. pelayanan komprehensif pengurangern dampak buruk.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilaksanakan

paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahurn.

Pasal 18

KPAP dan KPAK harus mempublikasikan hasil pengawasan seba(Jaimana

dimaksud dalam Pasal 17 di situs jejaring Pemerintah Daerah, suriat kabar

lokal dan/atau media eleKronik.

Pasal 19
(1) Dinas Kesehatan dan RSUD menyerliakan layanan petngaduan

masyarakat terhadap pelaksanaan penanggulangan HIV dan r\IDS.

(2) Dalam hal masyarakat menyampaikan pengaduan seba{laimana

dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan 'rerifikasi,

klarifikasi atau pengumpulan bahan dan keterangan olerh Dinas dan

DireKur RSUD.
(3) Hasil verifikasi, klarifikasi atau pengumpulan bahan dan

keterangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib

dipublikasikan KPAP dan KPAK,
(4) Dalam hal hasil verifikasi, klarifikasi atau pengumpulan bahan

keterangan ditemukan indikasi pelanggaran tindak pidana Pr:raturan
Daerah tentang Penanggulangan l-{N dan AIDS, Dinars wajib

melaporkan kepada penyidik POLRI/PPNS. ll'--J

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



BAB VIII

PEMBIAYMN

Pasal 20

(1) Pembiayan bersumber dari:

A, APBN;
b. APBD; dan

c. Sumber-sumber lain Yang sah.

(2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD dilakukan melalui belanja

larrgsung dan belanja tidak lilngsung untuk pernbiayaan

program/kegiatan bagi SKPD dan berlanja hibah untul< pernbiayaan

program/kegiatan dan operasional KPAP, KPAK dan LSM.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengurndangan

peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Eieritirt Daerah

Provinsi Gorontalo.

BERTTA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2OL2 NOMOR .;1
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